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PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN 

ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN 

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP 

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS 

AKRUAL 

(Studi Empiris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Jawa Tengah) 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Implementasi Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah sampel yang diambil 

60 pegawai. Penelitian ini menggunakan convinience sampling. Data 

dikumpulkan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa 

Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap 

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, sedangkan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 
 

Kata kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen 

Organisasi,Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Pengendalian 

Intern, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 
 

Abstract 
 

This study aims to determine the Influence of Human Resource Competencies, 

Organizational Commitment, Information Technology Utilization, and 

Implementation of Internal Control Systems on the Implementation of Accrual-

Based Government Accounting Standards. The approach used in this study is a 

quantitative approach. This research was conducted at the Central Java Province 

Financial and Asset Management Agency. The number of samples taken by 60 

employees. This study uses convinience sampling. Data was collected by 

questionnaire method. The data analysis technique used is Multiple Linear 

Regression. The results of this study indicate that the application of internal 

control systems has a significant effect on the implementation of accrual-based 

government accounting standards, while human resource competencies, 

organizational commitment and information technology utilization do not affect 

the quality of local government financial reports. 

 

Keywords: Human Resource Competence, Organizational Commitment, 

Information Technology Utilization, Implementation of Internal Control Systems, 

Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards. 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering 

disebut dengan Good Governance. Pemerintahan yang baik merupakan suatu 

bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai 

dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam mencapai tujuan tersebut, 

pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengelolaan keuangan negara dengan 

menetapkan peraturan yang menuntut pemerintah pusat juga pemerintah daerah 

untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan 

daerah. (Rihardjo dan Jaladri, 2016) 

Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual 

telah selesai disusun Komite Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan 

sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan 

tersebut mensyaratkan penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan pemerintah secara bertahap didorong untuk menerapkan 

akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun akhir 2015 seluruh laporan 

keuangan pemerintah sudah harus menerapkan SAP berbasis akrual. Teknik 

akuntansi berbasis akrual dinilai dapat menghasilkan laporan keuangan 

pemerintah daerah yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan 

relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu 

keefektifan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual 

sangat diperlukan pemerintah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik 

sehingga menghasilkan laporan keuangan jelas dan dapat dipertanggungjawaban 

serta lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. (Rihardjo dan Jaladri, 

2016) 

Penerapan basis akuntansi akrual dipandang sebagai bagian reformasi 

manajemen keuangan dan birokrasi, reformasi seperti itu telah digalakkan oleh 

aparat pemerintah, khususnya Departemen Keuangan yang menjadi barisan paling 

depan dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. 

Kementerian-kementerian lain dalam birokrasi penulis yakin akan segera 

mengikutinya, sepanjang perubahan tersebut akan menyebabkan ke arah budaya 

organisasi yang lebih akuntabel. Hal ini dapat terlihat dari minat mereka pada saat 
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ikut serta dalam program pendidikan dan pelatihan di bidang akuntansi 

pemerintah pada saat Departemen Keuangan melaksanakan program percepatan 

akuntabilitas keuangan pemerintah yang dimulai sejak tahun 2007 untuk satuan 

kerja di Kementerian Keuangan dan mulai tahun 2008 untuk satuan kerja di 

kementerian lain diluar Depertemen Keuangan. (Iznillah, 2015) 

Perubahan standar akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan 

membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang 

lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan prokontra mengenai 

siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis 

akrual ini akan terus timbul. 

Melihat hal tersebut, Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu 

faktor yang menduduki peran sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan 

SAP (Indriani, 2013). Simanjuntak (2010) mengungkapkan “akuntansi berbasis 

akrual mampunyai berbagai kendala, antara lain adalah  adanya pilihan atas 

berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas. 

Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas dari sistem 

pencatatan sehingga sangat diperlukan ketersediaan SDM yang kompeten.” 

Pemerintah daerah wajib memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di 

bidang keuangan daerah dan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan pemerintah yang berkualitas. Ardiansyah (2012) menunjukan bahwa 

semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang ada di sebuah SKPD maka 

semakin siap pula sumber daya manusia tersebut untuk dapat menerapkan Standar 

Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Maka dari itu harus dipastikan pengelolaan 

sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan 

kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual juga 

diperlukan komitmen pemerintah daerah agar peraturan pemerintah yang sudah 

ditetapkan berjalan dengan efektif. Putra dan Ariyanto (2015) menyatakan secara 

empiris bahwa komitmen organisasi sangat berpengaruh terhadap kesiapan 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual karena semakin tinggi 

komitmen organisasi dalam penerapan peraturan pemerintahan, maka semakin 
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tinggi pula tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual. Dengan pemerintah daerah yang memiliki komitmen organisasi tinggi, 

maka pemerintah akan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara tepat 

waktu dan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat laporan 

keuangan pemerintah lebih transparan dan memiliki akuntabilitas. 

Dalam menunjang keefektifan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Penggunaan aplikasi komputer 

akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi 

akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, 

penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi 

komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi 

ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan 

keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. 

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah 

diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah 

yang merupakan peraturan pengganti dari PP No.11 tahun 2001 tentang sistem 

informasi keuangan daerah. Teknologi merupakan salah satu komponen yang 

mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Oleh karena itu, 

pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup 

pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola 

keuangan SKPD dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah 

berbasis akrual. 

Faktor selanjutnya adalah penerapan sistem pengendalian intern. 

Meskipun pemerintahan memiliki seperangkat perundangan dan peraturan 

mengenai pengelolaan keuangan yang memadai, pelaksanaan pengelolaan 

keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan 

penyalahgunaan uang publik. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh 

Widyaningrum dan Rahamawati (2010) bahwa pengendalian internal akuntansi 

pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah 

yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah dinyatakan dengan 
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ketepatanwaktu dan keterandalan. Dari hal tersebut menunjukan bahwa sistem 

pengendalian internal sangat diperlukan karena dapat memberikan keyakinan 

yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin 

dari kualitas laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul ”PENGARUH KOMPETENSI SUMBER 

DAYA MANUSIA, KOMPETENSI ORGANISASI, TEKNOLOGI 

INFORMASI, DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH 

BERBASIS AKRUAL” 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar atau data yang berupa keterangan-

keterangan dan tidak berbentuk angka-angka (Sugiyono, 2013:14). Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan 

informasi dari pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 

Kompeensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap 

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern 

terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai pengelola keuangan 

pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

non pobrabilty sampling dengan pendekatan convenience sampling. Convenience 

sampling merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan 

senang hati bersedia memberikannya (Sekaran, 2006). Responden dalam 

penelitian ini adalah pegawai berstatus pegawai negeri sipil yang bekerja di 

bagian akuntansi akuntansi/anggaran/perbendaharaan/aset pada BPKAD Provinsi 

Jawa Tengah. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian 

secara langsung kepada responden yang bekerja pada BPKAD Provinsi Jawa 

Tengah. Penyebaran kuesioner, di sebarkan keseluruh pegawai yang bekerja di 

bagian akuntansi akuntansi/anggaran/perbendaharaan/aset pada BPKAD Provinsi  

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama mendapatkan hasil bahwa 

variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai thitung sebesar 1,097 

lebih keci dari ttabel sebesar 1,6828 atau dapat dilihat dari signifikansi 0,280>α = 

0,05 maka H1 ditolak, yang berarti Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak 

berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 

Hal ini menunjukkan bahwa terbatasnya kemampuan pegawai  yang 

bekerja dibidang keuangan/akuntansi, tidak semua yang mempunyai latar 

belakang pendidikan akuntansi memahami standar akuntansi pemerintah berbasis 

akrual sehingga pelatihan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual masih diperlukan untuk mendukung implementasi standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat berjalan dengan baik pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwaningrum (2017) yang 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap 

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Namun penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, I Wayan Gede dan Dodik 

Ariyanto (2015) yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa kompetensi 

sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual. 
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Berdasarkan pengujian hipotesis kedua mendapatkan hasil bahwa variabel 

Komitmen Organisasi memiliki nilai thitung sebesar 1,327 lebih keci dari ttabel 

sebesar 1,6828 atau dapat dilihat dari signifikansi 0,193>α = 0,05 maka H2 

ditolak, yang berarti Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 

Hal ini menunjukkan penerapan SAP yang dilakukan sudah menjadi suatu 

peraturan atau prosedur yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan sehingga 

pegawai tinggal melaksanakannya dengan rutinitasnya, serta dikarenakan pegawai 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah  

belum memiliki komitmen organisasi yang kuat untuk membantu organisasi 

dalam menjalani perubahan. Hal ini menandakan belum terdapat komitmen 

organisasi yang tinggi untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrual. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwaningrum (2017) yang 

menyatakan bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Dewi, Luh desy et,al (2017) yang menyatakan bahwa Komitmen 

Organisasi berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga mendapatkan hasil bahwa Variabel 

Penerapan Teknologi Informasi memiliki nilai thitung sebesar 0,222 lebih kecil dari 

ttabel sebesar 1,6828 atau dapat dilihat dari signifikansi 0,825>α = 0,05 maka H3 

ditolak, yang berarti Penerapan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap 

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 

Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi penggunaan sistem informasi 

tidak akan mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis 

akrual. Tidak berpengaruhnya variabel sistem informasi pada penelitian ini 

disebabkan oleh belum adanya ketersediaan sarana teknologi informasi yang 

memadai yang dapat menunjang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 

serta, tidak banyaknya pegawai yang bisa beradaptasi dengan penggunaan sistem 

informasi dikarenakan kurangnya pelatihan untuk peningkatan kualitas pengguna 

sistem informasi tersebut. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitrizal (2017), yang 

menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap 

standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Namun penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian Pratiwi, Annisa et.al (2017), yang menyatakan bahwa 

penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap standar akuntansi 

pemerintah berabasis akrual. 

Berdasarkan pengujian hipotesis keempat mendapatkan hasil bahwa 

Variabel Peneraapan Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai thitung sebesar 

2,929 lebih besar dari ttabelsebesar 1,6828 atau dapat dilihat dari signifikansi 

0,006<α = 0,05 maka H4 diterima, yang berarti Peneraapan Sistem Pengendalian 

Internal berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat 

SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lestari, 

2015). Sehingga tinggi rendahnya sistem pengendalian intern akan mempengaruhi 

keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual di Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa 

Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hasil hipotesis kedua menunjukkan 

bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual. Hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa 

Penerapan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual. Hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa 
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Peneraapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain 

Penelitian  ini menggunakan kuesioner dalam pengambilan jawaban dari 

responden, sehingga penulis tidak dapat mengawasi secara langsung atas 

pengisian jawaban tersebut, dikarenakan hamper semua kuesioner tersebut pada 

saat pengisian tidak dapat di tunggu secara langsung, sehingga  jawaban dari 

responden mungkin tidak mencerminkan keaadaan yang sebenarnya dikarenakan 

kondisi-kondisi tertentu masing-masing responden 

Obyek penelitian hanya terbatas pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan keterbatasan yang lebih dikemukakan diatas, maka penulis 

memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh dari 

variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini. 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas subjek penelitian, 

tidak terfokus pada satu dinas seperti pada penelitian ini yang hanya terfokus pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. 
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